BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan kriteria

Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan maka

dapat disimpulkan bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cihaurgeulis berjalan belum maksimal 100%

karena masih terdapat berbagai kendala dalam setiap indikatornya. Dilihat dari

pembangunan dan pemberdayaan serta sumber daya manusia seperti pengurus dan
masyarakat masih ada hambatan. Secara khusus simpulan dari sebagai berikut:

1. Efektivitas : Efektivitas suatu program dapat diperhatikan ketika program
dapat mencapai tujuan. Pencapaian tujuan PIPPK serta harapan dari berbagai
pihak terpenuhi. Pengurus di Kelurahan Cihaurgeulis menyesuaikan tujuan
PIPPK dengan harapan akan program ini sudah tercapai, terutama dari segi
pembangunan dan perbaikan infrastruktur dibandingkan dengan segi
pemberdayaan yang masih kurang. Dalam realisasi PIPPK di Kelurahan
Cihaurgeulis ditemukan penurunan setiap tahun sebab adanya pemotongan
dana karena Pandemi. Kelurahan Cihaurgeulis mempunyai masyarakat yang
variatif, selain itu respon masyarakat yang masih pasif terhadap pelaksanaan
program, sehingga di Cihaurgeulis belum sepenuhnya mendukung

keberhasilan efektivitas pelaksanaan program PIPPK.
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2. Efisiensi : Sejauh ini jumlah dana PIPPK Rp 100 juta sudah mencukupi
kebutuhan dengan efisien. Belanja sandang, ATK dan Operasional lainnya
sudah tercover dari dana PIPPK berdasarkan kebutuhan. Didukung dengan
sarana dan prasarana yang tersedia seperti perbaikan balai RW, perbaikan jalan
kecil, communal safety tank, penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer,
penyemprotan disinfektas, sosialisasi sembako dan sebagainya. Sarana dan
prasana LKK sudah terkelola dengan baik kecuali Karang Taruna yang tidak
digunakan berdasarkan fungsinya. Dilihat dari kuantitas dan kualitas SDM
yang dimiliki belum maksimal masih terdapat penyimpangan karena beban
kerja yang cukup berat dan beberapa pengurus belum paham karena merupakan
pengurus pindahan maka belum efisien. Diperlukan SDM ahli sebagai
fasilitator tambahan agar lebih fokus terhadap PIPPK terutama di lapangan.
Sumberdaya yang berkontribusi paling dominan adalah SDM, selain itu
sumberdaya manusia terbilang belum kompeten dikarenakan banyak aparat
kelurahan yang baru atau pindahan yang belum berpengalaman di
kewilayahan.

3. Kecukupan : Dana yang berjumlah Rp 100 juta dapat dikatakan sudah cukup
namun Pandemi menjadi penghambat serta jumlah RT di setiap RW yang tidak
merata. Dengan SDM yang ada komunikasi yang terjalin antar PPTK dan LKK
masih belum maksimal. Komunikasi yang terjalin antar PPTK dan LKK masih
belum maksimal, mekanisme masih sebatas pelaporan secara berkala.

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk SPJ.
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4. Perataan : bahwa pendistribusian informasi terkait kegiatan PIPPK dilakukan
secara langsung dengan pembinaan atau yang biasa disebut Rembug Warga
serta menggunakan aplikasi Instagram sebagai sarana masyarakat dan
Kelurahan dalam bertukar informasi dan komunikasi. Adapun untuk
pendistribusian dana semuanya bersumber dari pemerintah kota Bandung
untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dimana pendistribusian dana ini
bersifat sistematis. Kesimpulannya informasi tentang PIPPK ini sudah merata
ke lingkup masyarakat dan pendistribusian dana sudah merata karena
pengajuannya sistematis. Pengajuan dilakukan setiap setahun sekali, jadi tidak
bisa mendadak.

5. Responsivitas : Kesimpulannya bahwa kepuasan masyarakat terhadap
infrastruktur di Kelurahan Cihaurgeulis sudah terpenuhi. Namun disisi lain
masyarakat menilai bahwa kegiatan non fisik yaitu sosialisasi dan pelatihan
belum sepenuhnya merata dan beberapa masyarakat lainnya belum memahami
mekanisme terkait program PIPPK. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
Cihaurgeulis belum maksimal dan pendekatan yang dilakukan masih kepada
warga yang dekat dengan para pemangku kepentingan saja, dilihat hanya
beberapa warga dari beberapa RW yang ikut serta pada saat pelaksanaan
program dilapangan.

6. Ketetepatan : Bahwa hampir seluruh masyarakat mengetahui program PIPPK,
namun dalam lingkup pemberdayaan belum merata dan perencanaannya belum
maksimal. Jika fokus program hanya kepada pelaksanaan infrastuktur, dapat

disimpulkan program ini belum tepat sasaran pada aspek pemberdayaan
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masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur, masyarakat merasa terpenuhi
kebutuhannya. Namun untuk aspek pemberdayaan program ini di Kelurahan
Cihaurgeulis belum tepat sasaran.
6.2 Saran
Terkait analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Inovasi

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan penulis memberi berbagai saran

yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pengurus Pemerintah Kota Bandung dan

pengurus PIPPK di Kelurahan Cihaurgeulis. Peneliti memberi 6 saran untuk
meningkatkan kegiatan PIPPK di Kelurahan Cihaurgeulis , sebagai berikut:

A. Efektivitas : Walaupun efektivitas sudah tercapai ada beberapa hal yang perlu
ditingkatkan seperti lebih diperhatikan juga pada segi pemberdayaan agar
seimbang. Pemberdayaan juga penting tidak hanya berupa sembako, tetapi
seperti bantuan insentif guru, pelatihan kader kesehatan masyarakat, sosialisasi
pemberdayaan wanita dan anak, serta penyelenggaraan festival kebudayaan.
Kemudian LKK di Kelurahan harus berinovasi dalam apa yang mau diajukan
serta bekerja sama juga dengan PPTK. Kolaborasi kegiatan pelatihan dan
sosialisasi PIPPK agar meratanya realisasi kegiatan yang dilaksanakan.
Melakukan tindakan serius dari Pemerintah Kota Bandung dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan dalam pembangunan dan
pemberdayaan dengan memotivasi mengenai pentingnya pembangunan
kewilayahan. Dalam konteks diharapkan masyarakat Cihaurgeulis untuk lebih

kreatif dan antusias dalam proses pembangunan dan pemberdayaan karna
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untuk menciptakan keberhasilan pembangunan dibutuhkan peran serta atau
partisipasi masyarakat.

. Efisiensi : Dalam meningkatkan efisiensi PIPPK perlu penambahan Tenaga
Ahli Teknis Pendampingan PIPPK dan Bimbingan Teknis bagi Aparatur
Kewilayahan dan Lembaga Kemasyarakatan tentang Petunjuk Teknis PIPPK
agar tidak terjadi salah paham ataupun salah komunikasi dalam pelaksanaan
PIPPK.

. Kecukupan : Sejauh ini dana yang disediakan Pemkot serta sarana dan
prasarana yang disediakan sudah cukup. Namun menurut peneliti untuk sarana
dan prasarananya masih ada lahan yang tidak terpakai. Seperti lapangan Bally
hanya lapangan kosong penuh dengan tanaman liar. Saran kedepannya lebih
baik dimanfaatkan lebih baik seperti dibangun lapangan badminton untuk
masyarakat beraktivitas. Segi SDM perlu dilakukan sosialisasi ataupun
pelatihan bagi calon pengurus PIPPK.

. Perataan : Secara umum sudah merata tetapi penulis menemukan masih banyak
masyarakat yang belum paham tentang PIPPK. Masyarakat hanya tahu kalau
ada pembangunan itu hanya program dari pemerintah tanpa tahu PIPPK itu apa.
Baiknya untuk kedepan informasi mengenai PIPPK disebarkan melalui grup
Whatsapp yang berisi tiap kepala keluarga. Masing-masing grup tiap RW agar
lebih luas penyebarannya. Saran juga bisa dengan manual yaitu pembagian
surat door to door.

. Responsivitas : Walaupun banyak respon positif dari masyarakat terkait

program ini, tetapi peneliti menyarankan jika ada pembangunan dan
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pemberdayaan diharapkan pengurus PIPPK dari Kelurahan dan LKK mau
mengajak masyarakat terjun untuk melihat pembangunan infrastruktur dan
mengikuti pemberdayaan yang ada. Meningkatkan sosialisasi kepada
masyarakat, khususnya perangkat Lembaga RW bahwa dalam mengusulkan
program dan kegiatan yang tidak hanya terfokus pada pembangunan sektor
fisik yaitu pembangunan infrastruktur saja tetapi juga dalam pembangunan
sektor non fisik seperti sektor pendidikan, sanitasi, kesehatan, dan sektor
pertanian/perkebunan  juga penting peranannya untuk mendukung
pembangunan daerah.

. Ketepatan : Demi meningkatkan pemberdayaan di Kelurahan Cihaurgeulis
kedepannya lebih fokus pada pemberdayaan keagamaan, pendidikan,

kesehatan, dan UMKM. Keagamaan seperti mengadakan lomba ngaji.
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